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KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori
1. Tunggakan Pajak
Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan
oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
a. Karena pemeriksaan

Pemeriksaan ini meliputi:

1) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini
diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan
oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)
atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh
Wajib Pajak.

2) Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan
penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda bagi Wajib Pajak.

b. Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban
Dalam hal ini tuggakan timbul karena murni yang
bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban

perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya



tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan
tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada

Wayjib Pajak.

2. Tindakan Penagihan Pajak
a. Pengertian Penagihan Pajak
Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 penagihan pajak
adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah
disita.
b. Tindakan Penagihan Pajak
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat
Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat
keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi
lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak

terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang



menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka
waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan
diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan
menerbitkan surat teguran.

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan
pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif
dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan
pajak tetapi akan diikuti dengan tindakn sita, dan dilanjutkan dengan

pelaksanaan lelang.

. Tahapan Penagihan Pajak

Beberapa tahapan dalam penagihan pajak, yaitu:

1) Surat Teguran, apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat
Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT), tidak dilunasi melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu
jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2) Surat Paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari
tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang
disampaikan oleh juru sita pajak Negara dengan dibebani biaya

penagihan. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.
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3) Surat Sita, apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2
X 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang
wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita,.

4) Lelang, dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang
pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan
perlelangan melalui kantor lelang Negara. Dalam hal biaya
penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka
akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk
pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat

perlelangan.

3. Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah
Pajak Daerah Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:2) Pajak
Daerah “adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.
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b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Pajak Propinsi, terdiri dari:

2)

a) Pajak Kendaraan Bermotor;

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d) Pajak Air Permukaan; dan

e) Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota, tediri dari:

a)

b)

Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/
peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah

kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan



d)
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dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup
juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau
badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau
dinikmati oleh umum.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari

sumber lain.



f)

9)

h)
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Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik
dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di
dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan
batu bara.

Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir
di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang
tidak bersifat sementara.

Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat

dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
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Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia,
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia
esculanta, dan collocalia linchi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasali,
dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi
yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah
kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairan pedalaman dan/atau laut. Nilai Jual Objek Pajak, yang
selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,

atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.



C.

15

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan

bangunan.

Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No.34 Tahun 2000 dan kemudian diubah lagi terakhir dengan Undang-

Undang No.28 Tahun 2009.

Objek Pajak Daerah Kabupaten/Kota
1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai

kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan



2)

3)

4)
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kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa
penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon,
faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau
dikelola Hotel.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana
dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau
minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di
tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan
dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:
tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik,
karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap;
permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan
bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi
uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan
olahraga.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

Objek Pajak sebagaimana dimaksud meliputi: Reklame



5)

6)

7)
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papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; Reklame kain;
Reklame melekat, stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan,
termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung;
Reklame suara; Reklame film/slide; dan Reklame peragaan.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber
lain.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung;
batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite);
grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika;
marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa;
perlit; phospat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome;
tanah liat; tawas (alum); tras; yarosif; zeolit; basal; trakkit; dan
Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu wusaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
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8) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Tanah.

9) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

10) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan.

11) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud meliputi:

a) pemindahan hak karena: jual beli; tukar menukar; hibah; hibah
wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan
pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha;

peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah.

b) pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak; atau di

luar pelepasan hak. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah:
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hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak

milik atas satuan rumah susun; dan hak pengelolaan.

B. Kerangka berfikir

Tindakan penagihan merupakan prosedur yang penting dalam
perannya untuk mencairkan tunggakan pajak. Untuk bisa mengetahui apakah
sudah efektif pelaksanaan tindakan penagihan pajak di Dinas Pendapatan
Daerah Sleman tahun 2011, maka diperlukan data-data yang berkaitan dengan
penagihan pajak. Penulis juga berusaha menggali kendala-kendala yang
menghambat proses pencairan tunggakan pajak di Dinas Pendapatan Daerah
Sleman. Cara yang ditempuh penulis yaitu dengan membandingkan target
pencairan tunggakan pajak dengan realisasinya untuk tahun 2011 pada Dinas

Pendapatan Daerah Sleman.

C. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana efektifitas tindakan penagihan pajak hotel yang dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah Sleman terhadap pencairan tunggakan pajak
hotel tahun 2011?

2. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi pencairan tunggakan pajak hotel
tahun 20117

3. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Sleman dalam
melaksanakan tindakan penagihan pajak hotel sebagai upaya mencairkan

tunggakan pajak tahun 20117
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4. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sleman

dalam mencegah terjadinya tunggakan pajak hotel?



